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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR S TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2020, perlu diatur Pedoman Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurut b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2020,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350):

a.

b.

c.

2.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tatibahan Lerabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teritang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495):

3.

4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilias Sister Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Notnor 87, Tatibahari Lettibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485):

Peratiran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321),

6.

7.



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

8.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2019
Nomor 220):

9.

anna 22Peraturan Menteri Keuangan Noor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 384),

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.



10.

ii.

12.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Aru.
3.

4.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut

dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

6.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan Masyarakat.
Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa
secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sanggat
tertinggal yangmemiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
yangmemiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis
Desa setiap kabupaten/kota.
Desa Tertinggal atau biasa disebut sebagai Desa Pra-
Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup Manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

7.

8.

9.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

Desa Sangat Tertinggal atau biasa disebut sebagai Desa

Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konfik
sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Penduduk Miskin adalah penduduk Desa yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbuian di bawah garis

kemiskinan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan.

Geografis Desa adalah kondisi suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, insfrastuktur,

transportasi dan komunikasi.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan

geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan

harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes
adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Swakelola adalah Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap Tenaga Kerja
dari Masyarakat Desa setempat.



24.

29.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah

rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang

ditetapkan.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara

Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan

Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada
Bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah

yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota

untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang
ditetapkan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan
sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran
pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM BUN untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan
SPM.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran kementerian
Negara/lembaga.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas

pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada
masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun
kantor daerah atau satuan kerja di kementerian

negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri

Keuangan untukmelaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya
disebut PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa.

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPSPM
BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA

BUN/PPA BUN/KPA BUN untukmelakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu

program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Aparat
Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat
Daerah Kabupaten/Kota.
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,
objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.



41.

42.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Rekomendasi adalah saran atas hasil pemeriksaan yang
dikeluarkan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga

miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari

Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat

adanya pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa

Pasal 2

Rincian Dana Desa Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar,
b. Alokasi Afirmasi,
c. Alokasi Kinerja, dan
d. Alokasi Formula.

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dihitung sebesar 694 (enam puluh sembilan

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata

kepada setiap Desa secara nasional.

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung sebesar 1,54 (satu koma lima persen)
dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional
kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang
mempunyai jumlah pendudukmiskin tertinggi.

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dihitung sebesar 1,596 (satu koma lima persen) dari

anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja
terbaik.

Pasal 3

Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih
sebanyak 1096 (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan
Desa, dengan bobot :

a. 206 (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan
Desa,

b. 2046 (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa,



c. 254 (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran

Dana Desa, dan

d. 3546 (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil

pembangunan Desa.

(2) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf d dihitung sebesar 284 (dua puluh

delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi

berdasarkan jumlah Penduduk Desa, angka kerniskinari

Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa dengan bobot :

a. 104 (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk,

b. 50 (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan:

c. 1596 (lima belas persen) untuk luas wilayah, dan

d. 254 (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan

geografis.

Pasal 4

(1) Desa secara nasional merupakan data jumlah Desa
mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

(2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber

dari data Indeks Desa Membangun yang ditebitkan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
di bidang Desa.

(3) Data jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Lembaga
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang
Statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang sosial.

(4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah Penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan Desa tertinggal dan Desa

sangat tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk Miskin
terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8

(delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Perimbangan
Keuangan.

Pasal 5

(1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat
ditunjukkan dengan jumlah Penduduk Miskin Desa dan IKK
Daerah Kabupaten/Kota.



(2)

(3)

(1)

(2)

3)

@

Data jumlah Desa, data Indeks Desa membangun dan data

jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada

Menteri keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun

anggaran berjalan.

Dalam hal data jumlah Desa, data Indeks Desa Membangun

dan data jumlah Penduduk Miskin tidak disampaikan

sampai dengan batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), penghitungan rincian Dana Desa setiap

Daerah Kabupaten/Kota menggunakan data yang

digunakan dalam perhitungan rincian Dana Desa setiap

Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

Bupati melakukan verifikasi data jumlah Desa di

wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa

dalam alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dengan data

jumlah Desamutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (l).
Bupati menyampaikan hasil verifikasi data jumlah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus
sebelum tahun anggaran berjalan.

Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih sedikit

dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri

Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

dapat menggunakan data jumlah Desa hasil verifikasi

Bupati dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa

setiap Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi

dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih banyak

dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri

Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

menggunakan data jumlah Desa mutakhir dalam

melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah

Kabupaten/Kota.



(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 7

Hasil perhitungan Dana Desa setiap Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan

Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam rancangan

Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi
Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian Keuangan c.g. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi
Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota melalui

portal website) Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Alokasi Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dihitung dengan menggunakan rumus :

DD Kab/Kota - AD Kab/Kota # AA Kab/Kota # AK
Kab/Kota # AF Kab/Kota

Keterangan :

DD Kab/Kota - Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AD Kab/Kota - Alokasi Dasar setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AA Kab/Kota —- Alokasi Afirmasi setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AK Kab/Kota -— Alokasi Kinerja setiap Daerah
Kabupaten/Kota

AF Kab/Kota # Alokasi Formula setiap Daerah
Kabupaten/Kota



Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung
dengan cara mengalikan alokasi dasar setiap Desa dengan
jumlah Desa di Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan cara membagi pagu alokasi dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan
jumlah Desa secara nasional atau jumlah Desa hasil
verifikasi.

Pasal 10

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (3) dihitung
dengan menggunakan rumus :

AA Kab/Kota - (AA DST x DST Kab/Kota) 4 (AA
DT x DT Kab/Kota)

Keterangan:
AA Kab/Kota - Alokasi Afirmasi setiap Daerah

Kabupaten/Kota
AA DST z Besaran Alokasi Afirmasi untuk

Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

DST Kab/Kota - Jumlah Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi di Daerah
kabupaten/kota

AA DT sz Besaran Alokasi Afirmasi untuk
Desa tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota '”
- Jumlah Desa tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi di Daerah kabupaten/kota

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yangmemiliki jumlah Penduduk Miskin tertinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali
Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(8) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung
sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.



(4) Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/Kota

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung
dengan rumus :

AA Desa - (0,015xDD) / (2 x DST) t (lx DT)
Keterangan :

AA Desa - Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD - Pagu Dana Desa nasional
DST 3 Jumlah Desa sangat tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

DT - jumlah Desa tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

Pasal 11
Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung
dengan menggunakan rumus :

AK Kab/Kota - Jumlah Desa AK x AK Desa
Keterangan :

|

AK Kab/Kota - Alokasi Kinerja setiap Daerah
kabupaten/kota

Jumlah Desa AK - Jumlah Desa penerima Alokasi
Kinerja setiap Kab/Kota

AK Desa - Alokasi Kinerja untuk setiap
Desa

Penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten/Kota
sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan kentuan :

a. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara O
(nol) sampai dengan 100 iseratus) Desa, Desa penerima
Alokasi Kinerja sebanyak 114» (sebelas persen) dari
jumlah Desa:

b. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara
101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus)
Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10x
(sepuluh persen) dari jumlah Desa, dan

c. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa lebih dari400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerjaadalah sebanyak 996 (sembilan persen) dari jumlahDesa.



(3)

(1)

(2)

3)

(4)

Penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

Skor Kinerja - ((0,20xY1) #(0,20xY2) t (0,25 x Y3) #
(0,35 x Y4)

Keterangan :

Skor Kinerja - Skor kinerja setiap Desa

Y1 - Pengelolaan keuangan Desa

Y2 - Pengelolaan Dana Desa
Y3 - Capaian keluaran Dana Desa
Y4 - Capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa dinilai dari :

a.perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total
pendapatan APB Desa dengan bobot 5096 (lima puluh
persen), dar

b.rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan
terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot
5074 (lima puluh persen).

Pengelolaan Dana Desa dinilai dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
permberdayaati sebagai prioritas Dana Desa terhadap
total Dana Desa dengan bobot 5545 (lima puluh lima
persen): dan

b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa
secara swakelola dengan bobot 4546 (empat puluh lima
persen).

Capaian keluaran Dana Desa dinilai dari :

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan
bobot 506 (lima puluh persen): dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot
505 (lima puluh persen).

Capaian hasil pembangunan Desa dinilai dari :

H. perubahan skor Indeks Desa membangun dengan
bobot 304 (tiga puluh persen):

b. perubahan status Desa Indeks Desa Membangun
dengan bobot 3076 (tiga puluh persen):



c. status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan
bobot 106 (sepuluh persen): dan

d. perbaikan jumlah Penduduk Miskin Desa dengan bobot
3074 (tiga puluh persen).

Pasal 13

Alokasi kinerja setiap Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1) dihitung dengan
rumus :
AK Desa - (0,015x DD) / (0,1 x Jumlah Desa)
Keterangan :

AK Desa - Alokasi Kinerja setiap Desa
DD - Pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa - Jumlah Desa nasional

Pasal 14

(1) Data APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

(2) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bersumber
dari aplikasi yang disediakan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Pasal 15

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung
dengan menggunakan rumus :

AF Kab/Kota - (0,10 x Yi) 4 (0,50 x Ya) 4 (0,15 x
Y3) # (0,25 x Y4)) x (0,28 x DD)

Keterangan:
AF Kab/Kota - Alokasi Formula setiap Daerah

kabupaten/kota
Yi - Rasio jumlah penduduk Desa setiap

Daerah kabupaten/kota terhadap
total penduduk Desa nasional

Y2 - Rasio angka kemiskinan Desa
jumlah penduduk miskin Desa)
setiap Daerah kabupaten/kota
terhadap total penduduk miskin
Desa nasional



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Y3 - Rasio luas wilayah Desa setiap
Daerah kabupaten/kota terhadap
total luas wilayah Desa nasional

Y4 - Rasio IKK Daerah kabupaten/kota
terhadap total

oo
IKK Daerah

kabupaten/kota yang memiliki
Desa

Data jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa dan IKK Daerah Kabupaten/Kota bersumber
dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial
dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang statistik.

Data jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa dan IKK Daerah Kabupaten/Kota yang
bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang
sosial dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang statistik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.g.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menggunakan data jumlah Penduduk Desa,
angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan IKK
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan konsistensi dan
ketersediaan data.

Dalam hal data jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa dan IKK Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disampaikan
Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota menggunakan data yang digunakan
dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya.
Dalam hal data jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa dan luas wilayah Desa tidak tersedia, penghitunganrincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk
secara proposional atau data yang bersumber dari
Pemerintah Daerah.

Data jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh
Bupati kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustussebelum tahun anggaran berjalan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4

(1)

Bagian Kedua

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 16

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dan ayat (4), Bupati melakukan penghitungan
rincian Dana Desa setiap Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. alokasi dasar setiap Desa,
b. alokasi afirmasi setiap Desa,
c. alokasi kinerja setiap Desa, dan
d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 17

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara

membagi Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan
jumlah Desa di Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten/Kota
berbeda dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati menyampaikan
pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut
kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada
Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten/Kota lebih
sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati
menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap
Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi
Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten/Kota lebih
banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati
menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap
Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.

Pasal 18
Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dihitung sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4).



(2)

(3)

(1)

(2)

(8)

(1)

(2)

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal yangmemiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai
daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 19
Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dihitung sesuai
dengan ketentuan dalam Pasai 14.

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja
terbaik.

Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai
daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 20
Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dihitung dengan
bobot :

a. 1096 (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk:
b. 50X (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan:
Cc. 154 (lima belas persen) untuk luas wilayah: dan
d. 2546 (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan

geografis.
Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan
rumus :

AF Desa - 0,10x Z1) #(0,50xZ2) #(O,15x
Z3) t (0,25 x Z4): x AF Kab/Kota

Keterangan:
AF Desa sz Alokasi Formula setiap Desa
Z1 - Rasio jumlah penduduk setiap

Desa terhadap total penduduk
Desa Daerah kabupaten/kota

z2 2 Rasio jumlah penduduk miskin
setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah
kabupaten/kota



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

Z3 # Rasio luas wilayah setiap Desa
terhadap total luas wilayah Desa
Daerah kabupaten/kota

Z4 - Rasio IKG setiap Desa terhadap
IKG Desa Daerah kabupaten/kota

Alokasi Formula setiap Daerah
kabupaten/kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis
Dasa bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

AF Kab/Kota

Pasal 21
Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat :

a. jumlah Desa,
b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke

setiap Desa,
C: penetapan rincian Dana Desa,
d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa,
e. prioritas penggunaan Dana Desa,
f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi

penggunaan Dana Desa, dan

g. sanksi administratif.

Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a bersumber dari hasil verifikasi data jumlah Desa.

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN setempat
dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan , gubernur, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan kepala Desa.

Penyampaian Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disertai dengan dokumen elektronik (softcopy)
kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa dan
daftar RKD.
Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada Bank
umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time
Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.



(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan perubahan
RKD kepada Kepala KPPN.

Ketentuan mengenai tata cara dan penyampaian

perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 22

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 406 (empat
puluh persen),

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 4096 (empat
puluh persen), dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 2046 (dua
puluh persen).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2

(dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 606 (enam
puluh persen), dan

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40X (empat
puluh persen).

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam
Indeks Desa.



Pasal 23

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam
Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan
ketentuan:
a. tahapI berupa:

1.

2.

3.

Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa,

Peraturan Desamengenai APB Desa, dan

Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya, dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 7546

(tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 504 (lima
puluh persen),

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya, dan

Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku
KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan
ketentuan:
a. TahapI berupa:

1.

2.

3.

Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa:
Peraturan Desa mengenai APB Desa: dan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya:

2.

3.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 754 (tujuh

puluh lima persen) dan capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 506 (lima

puluh persen),

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

4, Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3

untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I

pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam
bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen
elektronik (softcopy).
Dokumen elektonik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 24

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana
Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dengan tambahan
ketentuan:
a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam

kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan
persyaratan setiap bulan masing-masing :



1.

2.

3.

bulan pertama sebesar 1596 (lima belas persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa,
bulan kedua sebesar 154 (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama, dan

bulan ketiga sebesar 1076 (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
kedua,

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4)
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1): dan

Dana Desa tahapI diprioritaskan untuk BLT Desa.Cc.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) :

Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan,
diatur dengan ketentuan :

a.

1.

2.

Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 22
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1):
dan

Dana Desa tahapI diprioritaskan untuk BLT Desa:I

Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan,
diatur dengan ketentuan :

b.

1.

2.

Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

3

a) bulan pertama sebesar 1546 (lima belas persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa:

b) bulan kedua 1596 (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama, dan

c) bulan ketiga 1045 (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua: dan

Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.



(3)

(4)

(1)

(2)

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap Il

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) :

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) dan memenuhi

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1): dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) maupun penyaluran secara
bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan
pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa
tahap berikutnya.

Pasal 25

Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dengan
tambahan ketentuan :

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besarn dan
persyaratan setiap bulanmasing-masing :

1. bulan pertama sebesar 204 (dua puluh persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa:

2. bulan kedua 20 (dua puluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
pertama, dan

3. bulan ketiga 204 (dua puluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
kedua:

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2), dan

c. Dana Desa tahapI diprioritaskan untuk BLT Desa.
Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(5):
a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan,

diatur dengan ketentuan :

I



1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 22

ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2):
dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa,

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan,
diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

3

a) bulan pertama sebesar 154 (lima belas persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa

menpenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa,

b) bulan kedua 1596 (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama, dan

c) bulan ketiga 1096 (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua, dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan
namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa,
Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan
penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 26

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa,

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya: dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 7596

(tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 5096 (lima
puluh persen).

|

c.



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa,

dan

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap 1 menunjukkan realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 754 (tujuh
puluh lima persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 506 (lima
puluh persen), dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
cara pengadaan dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (ayat
4.
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa layak salur kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa setiap
minggu.
Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala
Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada
Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.



(8)

(1)

(2)

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 27

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Kepala
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati, dengan ketentuan :

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam

kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan

persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. bulan pertama sebesar 1546 (lima belas persen),
dengan persyaratan peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa,

2. bulan kedua 154 (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
pertama, dan

3. bulan ketiga 106 (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
kedua,

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap II
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4)
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud daiam Pasai 23 ayat (1): dan

c. Dana Desa tahapI diprioritaskan untuk BLT Desa.

Daiam hai Desa telah salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibeianjakan,
diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 22
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1):
dan

2. Dana Desa tahapI diprioritaskan untuk BLT Desa,
dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan,
diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

I

I

3



a) bulan pertama sebesar 1576 (lima belas persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa,

b) bulan kedua 1596 (lima belas persen), dengan

persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa

bulan pertama, dan

c) bulan ketiga 1076 (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua, dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II

(4)

(1)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat MH:

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) dan memenuhi

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1): dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) maupun penyaluran secara
bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan
pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa
tahap berikutnya.

Pasal 28

Dajam hai Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam
kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besarn dan
persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. bulan pertama sebesar 20x (dua puluh persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa:

2. bulan kedua 204 (dua puluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
pertama, dan

3. bulan ketiga 2046 (dua puluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan
kedua:



b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5) dan memenuhi

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2), dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
3:
a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan,

diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa,

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan,
diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

3

a) bulan pertama sebesar 1594 (lima belas persen),
dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa,

b) bulan kedua 1546 (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan pertama, dan

c) bulan ketiga 1096 (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua, dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan

namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa,
Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan
penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 29

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4

(5)

(6)

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 30
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan

Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama

dengan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah
Membayar penyaluran Dana Desa.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan
menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 31

Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2).

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran.
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat
Permintaan Membayar menerbitkan Surat Perintah
Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.
Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Penerbitan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah
Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Permintaan Membayar.
Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala
Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan

|

penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan
Bupati.



(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah
Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
Bupati.
Tata cara penerbitan Surat Perintah Pembayaran, Surat
Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 32

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

peningkatan kualitas hidup Manusia serta

penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam
rencana kerja Pemerintah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 33

Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada
keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai
keluarga penerima manfaat.
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan
kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut :

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Desa bersangkutan, dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

2)

Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan,
dibayarkan setiap bulan selama3 (tiga) bulan.
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 3576

(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima
Desa yang bersangkutan.
Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi,
Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi
batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

b
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Pasal 34
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD),
melalui pengelolaan secara swakelola, serta
pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna,
inovasi dan sumber daya manusia desa.

Pasal 35

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)setelah mendapat persetujuan Bupati.
Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan Masyarakat telah terpenuhi.



(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APB Desa.

Pasal 36

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Kementerian teknis terkait.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a. Sisa Dana Desa di RKD, dan/atau

b. Capaian keluaran Dana Desa

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa

Dana Desa di RKD tersebut, dan/atau
b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk

melakukan pemeriksaan.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana
Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan
dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa
tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran
berikutnya.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan
penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Lembaga
Penegak Hukum terkait.



(3)

4

5)

(1)

(2)

(1)

Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari Pimpinan

Lembaga Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai
tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian

penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau
tahun anggaran berikutnya.

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri keuangan yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri

Keuangan.
Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran

berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan

pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 40

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenakan sanksi
berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap II
tahun anggaran berjalan,
Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak
menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2),
dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar
50x (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal 41

Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa
yang dihentikan penyalurannya setelah
menerima :

a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum
tersangka, atau

b. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap atas Kepala Desa yang melakukan
penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan
status hukum tersangka atau putusan Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan
surat permohonan penjelasan kepada Pimpinan Lembaga
Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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(3)

BAB VI

SANKSI

Pasal 42

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1):

b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional
Daerah.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun
2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak
dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan
Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD
paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD,
dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data
kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan
tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di
RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak
disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November
2020.

Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN

paling lambat akhir bulan Desember 2020.

Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut
melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.

Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019
di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan
kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa
tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa
tahap II Tahun Anggaran 2020.

Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 44

Ketentuan mengenai lampiran Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal (o MAugt Lelo

1
BUPATI KEPULAUAN ARU,4

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal (0 Mpxu&t Leto

SEKRET, AERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN NOMOR &

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HJJKUM DAN HAM,

NOVY EDWIN M. SOLISSA

DJU



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

: NOMOR (YG TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAPDESA
KABUPATEN KEPULAUANARUTAHUN ANGGARAN 2020

Noka Formula
ae .

lah Penduduk Miskin

No. Kecamatan Nama Desa | AlekasiDasar
| Ketimkuibem | Desi |

Lay Atrmasi

Skor Kinerja Ka Alokasi Kinerja aa Ain Han vi —

mesio

N

ot obat | Alokasi Permata |Pan
Jumlah Bobot Penduduk Rasio jumlah Bolot luas Wilayah

Jasio Luas Bobot Indaka Kesulitan | syara Bobot

B Penduduk Muska Mid) Wilayah 01

cooputa Gecaria I——

1:1 — 1 8 - 1 » & (0 an Te 13 ri ta ng ren ag ag 1
y —eonst0sttp4 opa, sega ganpo!

1 Jeutau-PutauAru Ujir 651,999,000 (Tertinggal 1 a—
52.79902 25 - 1226| Do01eni7s34 ata 11) 0.000993228) 0.000496614| 133.2061357 PES Doozscsaaal 55.07673223| O00rs21026| 0.001380256| 0.0067230s2) —

213953000| —8659520001
2 pulau-pulauAru Natar

——

£51,999,000
(Sangat Tertinggal | 4 54 46.7374093 59 : 436) G0oges2043| o.000669204 G2| noossosig9a| O002795007| 205.1422411| O.025257127) o.003792060| 7152056598) 0.009807542| 0.002451885| 0.009713256| 309112000)

—serii1.oo0)
3 Tputau-PutauAru Kebraur £51,999,000 (Tertinggal s -Inazeoesi|l oo 1) 344006,000 173| 0.0026ss329) 0.000265533 Ipa) o.o1riseseal o.o0ss9eto4j 25.s334s102| O.003154724| Goo0a7a215) 5746334545) 0.007846931) 0.001961733| O.o00298e77|

oo

Z64,095.000|
—

1.069.190.000|
4 Tpulau-pulauAru Tan 651,999,000 |Tertinggat 1 »

| sa.resse54 12), 144,096,000 aas| 0.00esa5s3| 0.000624553 x2| G.ooross521| O.oo0sg1zei| 1166615712) D.or432036e| oo021s705s| ss.co7s840a| 0.007604441| O.00190111| O.00s254479|
oo

leai72000|
—564,267,000|

S5 Npulau-PutauAru JGorar
651,999,000

|Tertinggal 1
— -

|
523601213 28 - 298| 0004573519) 0.000457392 B| O.0oo7223a8| O.0o0se1174) 1araoanee2| O.o1e19815| oo02az9721| 55.28902849| 0.007631949| 0.001507987| 0005156277) . 164,092 815,091,000|

€ Tpulau-PulauAru Tungu 651,999,000 (Sangat T. | 2 -ano72177e) 59 - 213) Oooaz6eoas| o.ovoazes9a B1) o.ooz7s9ca7| o.oo1as954a| 75.52081023| O-005510085| Oo01496s13) 7a.esas0nga| 0.010199912| 0.002549973|
0005772734), 189,7:0000|

—5a5,709,000j
7 Tputau-PulauAru Tunguwatu 651,999,000

|
Tertinggal on -| 531413226 Er - cog| @.00p332028| 0.000933202 1ao| Do126a1cn4| O.ooe3205a2| 3054734675) 0003765423) DO00se4s14| se.se726774| O.007599586| 0.001924597) 0009743555, 319076000

| —”962015,000|
8 Jpulau-PulauAru labulengah

651,999,000
|
Tertinggal 8 181,634,000 | 57.1055108| 21. 144095000 a17) @oogeoog17| o.000540042 aoe| o,03ees9142| 0018329571) 170.0597s97| 0,020062a75) 0003144371) so.cas57a71| 0.00e915927| 0.001725982| O023842566|

—

758772000|
—

1,736,501,000|
9 (Pulau-PulauAru Wokam 651.999, Tertinggal 3 181,634,000 |48.3803542| 56 - 989) 0.015179887| 0.001517989 341) 0.0307900s8)| 0.01539s034 110.1957206| 0.013583314| O.002037497) as.g72011951 O.00627785| 0.001569462| 0020519982 653,022,000 1,486,655,000 |
10 Ipulau-PulauAru Karangguh 651,999,000 |Berkembat 1 2

|
53.4856938 19 - 372| 0005709725) 0.000570972| a) o.ooosrz641| O.00040e321| 43.65e04ss4f O,00s3s1385) O.000so720g| so.o2e18005) 0.006831345| 0.001707836| 0.003492338|

—
111,139,000 763,138,000|

11 Ipulaupulauaru oo |Durjeta 651,999,000 |Berkembi s -) 53.0a7a550| 23 - 1113| 0.017083129| o.001702313| 120) o.010535214| o.0osa17eo7| 55.07147045| O.ooesez363| o.001025554) 39.9so024s1| O.00s455515| o.001363279| 0000519153) 30225000)
—954934000)

12 (Pulau-pulauAru Wanget 651,999,000 Jserkemi 1 -| a.20529 4 5 2534| onsusosess| O.oo3sn92e6 11) o.ooonsa2za| onoveseeia) 2n.61521245| Doorasz21za| ooon2rsans| Besaansezal o.ooa715921| O.o011789g) @.cos779779| 123,914, 835,913,000

13 (Pulau-PulauAru Sama
€51,999,000 |Berkemban 3 -( 548523016)oo 6) 144095000| s17| 0011539907) 0.001253991| 721) 006510158) 0.0328s079| 2461302922) 0.003033541) O.00045s001| 48.66254345| 0.006645187| 0.001661287| 0035921159) 1143145009 |2,939,240.0001(44TAru Selatan erol 651,999,000 (Tertinggal 7.7 -

| 48.0910433 87 aa Ga6| 0.010s29224| 0.001052922| 244) 0022031603) 0.011018201) 80.03117473| O.poo97enon| o00149s401| 4257625641) o.00s255072) 0.00146376a| 0.015028893 478,275,000 1,130,274,000
015 JAru Selatan | Martenfen 651,999,000 Tertinggal 1 -| s0.6127701|— 41) - 392) 0.00eo1es99| 0.00060167| 1s) 0.001354402) O.000577201) 111354658) O.0137292s3| o.coz0s9as) e6.08755579| 0.009024613| 0.002256153| 0.005594504 178,038,000 830,037,000

(sej 651,999,000 (Sangat Tertinggal |
3 - |47352500a| 63 - Sia) O.oorsesz4a| o.oo07559z24| 39) o.oo3521445) 0.001760721| 89.71262436| O.0110s84sa| O.ooresa7e9| 70.8458175) 0.009674516) 0002418629) o.0ee27044)

—
210 862,896,000.

651,999,000|Tertinggal 3 -|52.2363706 30 - 1184| Obis172883) 0.001817289 54| 0004875847) 0.002437923| 119.2900425| o.014704220) opo220s6a9| 55.43759541| o.008116525| 0.002029131| 0.003489993)
—

270,183, 922.182,000

651,929,000 |Sangat Tertinggal | 5 -
Da3. 7a57155 3 - 1025| 0.015732441| 0.001573244 2105| 0.009571106) 0.004785553| 70.02215298| 60.008631305| o.001294606| 51.84742089| 0.007080046|o.001770011| o.o094z3s08|

—
299,291.000 951,

651,999,000 |Tertinggai 6 - Darseso7| Eri . 192) O.oo29se9ss| 0.000294695 17a| 015711081 D.oorasss3) co.oroosess| O.oors97150| o001100574| s2.37o6saza| o.007151497) o.00178727a| oo11047e7a|
o—

351.578,000 1,003,577,000
651,999,000 (Tertinggal 2 -

|
sa.77ee7as 17 - 173) 0002655329) 0.000265533 22) o.oox9ne45s| o.00p99s225| 7r.0011395| o.oosse78s0| Og01330177) es.ss996026| 0.000102778| o.00227s695) o.o04564633|

—
154811,000 1200,410,000

651,999,000 |Tertnggsi 8 181,634,000 |
54.1694102 1) 144,096,000 47) O,0oe0eo879| 0.000626088 4217| 0.03855530S| 0.019277652| 184.931906) 0.022795695| 0.003419358| 58.43457718| 0.007387765| 0.0019se941) 0.025350038| 807,587,000| 1,785,416,000

651,990,000 |Tertinggal 5 -| senesas2a| oo/O5| “344096000 578) o,0oge71562| 0.000857156| 124) O.011196as5| p.ooss9g15a| 35.08158706| O,o04016013| D.000737402| s3.02032055) 0.007241449j o.p01s50362) o.o00033114|
—

287,467,000 1,083,562,000
651,329,000 |Terunggal 3 - 153.2400967| 16 - B36| O.012831532| 0.001283153| Sa) 0004875547) 0002437523) 1e6.se2s015| o.o20sesos1| p.onanesasa) 51900259) 0.007087267| o.001771817| o.008578257|

—
272.592,000 524,981,000

651,999,000 |Tertinggal 2 -
| 534372574 2

. 163) c.003501542| o.0o0250184| 20| o.oo1g0s2s9| 0.00090293s| 74.33587287| Ovog1e3s3| o.c0137asa) ca.776ase57| 0.000391783| o.c023a7946| o.coaa75594)
—

155,160, 207,159,000
651,999,000 |Tertinggat 5s

-D sz1sse01 31 . sao| O.ooesozzss| 0.000290226 111) 0010022573 o.coso11287| 107025221) o.015192501) 0001978875) 71.6s23557| ooog7asesa) O.oozasssr2| mojan2e56| oo 328639,000 520,638
651,99,000

|

Tertinggal Ti -|isas701e51 gl. 144,096,000 aza) O0osan25i| 0.000649251| 14) o001264108) o.000s320541 22.66072892| o.op279az03| aooos1a50z) 54755692511 o.o073771a6| D.o01860256|/b.onase0s94l 113598000 '909,693,000

z7 €51,999,000 |Tertinggal 2 -1 414950552 EN - 3a3| o.oos262s12) o.000s26461 33| o.00z979684) o.001459842| 177.7555647| 0.021511224| o.o0328s6ega| 63.so4ee568| 0.009395652| 0.0023485: 0,0076519 243,512,000 895,511,000

28 651.998,000 Isangat Tertinggal |. 1. - |.50.2225636 33 . 277) O.0od2s1soe| 0.00042516| 16| 0001444655) O.o0o722548| 143986572) O.017742s55| O.oo2sez283) so.67014725| o.noesigpsa) o.c0172527A| O.c0ss39a11|
oo 176,291,000 328,2) 651,399,000

|
Berkembang 2 -

|
An.39079aa 55 - 2900| O.044649435| 0.004464944 19| 0.00171557e| o.0onss778a| 2015144534) 0.0248397as| 0.003725562| 38.9167934a| 0.005314299| 0.00132 330 582,242,000

(30 | €51,998,000 (Sangat Tertin s - 1145.0732673 59
- 359) 0.014715425| 0.001471543| ine) O.01047s0s1| O00523702) d1.asez474s| o.0o5097792| o.c00764659| 7471960059) o.0102023es| 0.00255 371.015.000)tu 651,399,000 (sangat Tertinggal | 5 »

| as.72no0ag 53 - 3021| O.004535314) O.conssas31 oa) o.cose4e758| o.oo4424379) 3rasceses| o.ooasesiag| n.000570778| 61.97910918| O.0na4635as| 0.002 115295! B93,337,009

327 651,599,000 ISangat Tertinggal | 5 - jisoxe17205 45 - 526| o.o0e073428| 0.000207343 1O6| O.000s71106| O.ona7asss3| 42.70579556| O.005264145| O.00078se22| 61.4985632) o.cos397561| 0.00200549 921,928,000.
33 651,399,000 |Tertinggal 2 - ) 546210923 aj 251) 0003944622) 0.000394462 24) 0.002167043| 0.001093521| 45.02109473| o.00ss49541| 0.000232431/ 50.87534751| o.cos947304| 0.001735826

123, 79a —24 293 001
-3aT 651599,000 (Sangat Terdnggai |

1 . 338| o.00s126473| 0.000512647 a| 0000722548) o.c00sg117a| soas4a7en6| O.oowesase| O000125625) S7.0s610459) Door7yax32| Ovo1sa7a3| Oooasst3a| —113017,000 765,016,000
35 651,999,000 (Sengat Tertinggal |

2 : 293) “0.004497176|

O0oota9718|
za) O.002167043| G.0010m3s71| 35.52211007| O.oos7seas| o0006sers7| 75.4086s003| mo1o20678| Moo2s741s5| D.ooa7ea21)” 1516160001” 203 615 00013G 651,999.000 (Sangat Tertinggal | 2 : 202) O.003131135| 0.000313114 16| O.001448695| o.no0722548| B2.3sn27aza| O0101ssS5| os01s25358| S6.s75sses|

O.007725800| monss31425| Oco41sozes) tezmmu000|oo 754,897.0001
137 651,999,000 |Tertinggal 8 181,634,

daa) 0006722721) 0.000672278 Ao3| c.0sc3s5267) 018154151) 25.3514819| o.00s12a959) O.000168744| SL8s739153| Dnoos1A07h O0017703s21 Oo2110ss01l — 671656000 289,000
3g 651,999.000 |Sanget Tertinggal | 1 : 232) D.ogssogos|

—
0.00035609 13) o.oo117amis)| O.0o0ssss07| 95-323574se| O.o117s0003| 0001762518) 82.3971396) o.0112s1778| D.002812042| 0005518256” 175.611600 827,617,000

(39 | 651,999,000 |Tartinggal 1 — -|
53: 270) o.oosr4a1s5) O.c004ra416 1S) Oo15sas02| O.0006772011 a9.ca2sanss| O.oos119205| 0000017806) 59.33124617| Dons102003| 0.002025so1| 0.00403s013/”—” 128.209.000 720.408.000"2 651,999,000

|
Tertinggal 7 -

1 53.993277e 14 - 320| o0oas1iso1| O.oooasiIs9|
oo”

Fio| O.027990971| O.c130554ns| 106.1700205| O.013087ose| 0.001563063) 61.61350766) O.oone13es8 O002103414| O.018553122) 5904300007 12424230001
(42 Taru Tengah Wekun

651,999,000
|
Tertinggal 3 -Iisaztoz7n2| 71 Napoe,o00 Ta3a| 0022071464) D.002207146 57) 0005146727) 0.0025733e5| sn.e1038es1| O.poasapsen| O.00073233| 54.77414198| O-0074797os| O.oo18es026| D.co73n282al oo 2349490001.” Loa1 ox4.ooo1

41 JAru Tengah Jtrlas 651,229,000 (Sangat Tertinggal | 4 5 215052207 60 - 419) O.0os43ilis| o.ooo6s311i 79) 0007133183) O.0oasses91| 7.300452566) O.oog9s85a) 0.000134985| 78.42821083| G.o197onrse 0002577429) 007022137| 223a710001” ”—875.470.001
(43 Jaru Tengah Maririmar

651,999,000
|
Tertinggal 2 «| Sa.3947337 l0| 148,096, Ssa| o.0ogss4s87| O.000g56459 22| O.00158545e| 0.000093228| 124.525sa46| 0.015349684) 0002302453) 77.94766464| On1oeaa175| Goo26e1044| O.cosa1anaa| oo 216221 1,012,916,000

48 JAru Tengah Penana —— 651,929,000 (Sangat Tertinggal | € -| 51816632) oo 33 - 1108| @.01700638s| 0.001700639 169) 0.0152595s4/ 0.007629797) 116.so7s811) O.01439236A| 0.002159755) 68.47072131| D.pno3sona7| O.002327512| 0.013827702 S0001”— 1092048,0007
4S 651,999,000 |Sangat Tertinggal 1 — «|, 51645033 34 - 374) 0,005740422 12641) 0.000405321| 3.129782528| o.00038se7| 5.78506E-05| 70.27462729 000059633 0.002395095 D.0034373081 109,389,00 — Teraa7.o001

jas | 651,999,000 |Tertinggal
7 -

|
515625206 35 - 273) 0w004190201| —D.00041902 246) 0.02221219) o.011106005| 2020197026) O.0o0as9s5s| 539939E-05| 63.45437613| nongeros| 0002167625| O.01374673al 437 413.000 029, ag

27 651,999,000 |Tertinggal z 1-50.6875463| x0 - Seal oosesecal D.oonsesees 1e| 001625262) o.oost2sa1| 117123525)
O.0144nas14) 0.002166637| 48.saSo0nsa| O Onsesarasi Doo1esseer) OO0scceeral Tes |——2,059,471,000|

€51,599,000 |
Tertinggal 3 -J 537602215) 18 : Sse| Opoesase5| “0.000853389 sej O.005056435| 0.002522217 Ton.osanees| o.o1sa2105n| Oo0199815a| 6079802755) D.npasoters oper Kan ena ai —aaaaaano

io 21.
46,000

651,259,000 |Tartinggal 1 »
|
490768652 29 - 700| 0019724106) 0.001074411 17| o.oo1s54585| O.o00767a9a| 130.2155285) 0.016051605) 0-002407741| 57.20494738| 6.ng7814577T O.001952254! ET EA Tana

651,999,000 (Tertinggal 5 -| s2sos2203| 24 - ms9| O,o1asas91s| 0.001364501 17| @0r0ses33aj O.005z22167| 2e.26a2ass1| 0.00388389)!0.000512583| 77601687027 D prosese27T O.nozs4n2a2i O.ooonisrkal
goo|

”—”843337,0o0|
651,999,000|Tertinggal el -

| 478357414 61 - 1685| 0025962598) 0.00258626 203) 0018325571) D.o09164786| 120.5058202| O.015859623) 0.002383443| 46.20054459 D.0n28934| 0.001577234 0.015711722 Es Fan pesanan
99

- . -
1 y

0
.

Y ” , | —21,152,005,000 |651,599,000 | Tertinggat 5 40.6782985| 56) 720| O.0t10s10g1| 0001105108 95| 000857787: amayan| 2e-1357623s| O.00s221634| 0.000M83145| 72.25671813| nposmerose| O0oz2567G1| mcoR2MaUsal”” 265535 DOO Sp Sapna



1113 |aru Seietan Utara

53
SA Ana Urara aa teng

3 21 32.7079201 Diooesosoa3|. D.0o0dx0s08| 46) @nog1ssana| @oozore7as| 23.40586396| 0.002592525| 0.000133879|, 75.9006773, Lensa Ma00sa1ae 9005542250 17 825,376,000

“55 TAru Utara NN Kl TN 4 »
1

519853082 0.005970653) 0.000537065 Bg) G.00s03e117| Doo40180s5| 219014777) 0.002599853| 0.000404954| 75.52999443| DO:

gana| O Taswn|O007598ses| —
3M1,815,000 853,814,000

s5 TAru Utara
an 200 Werunggal &

25.9878696
0.007981336| 0.000798134 Teil O.orasa72se| o.oo72eas23| 31.704505z0| 0.003908127| 0.000586219| 73.25259287| 0.01 5 Boonsmaa

"0.011155316| 355,004, 007,003,000

57
Taru

utara Tn ae 55.
Sangat Terdi 4 | 608277012 0.004113458) 0.000411346| 291 0.007153153| o.003see591| 25:36762826| 0.00399674e) 0.000524512| 8131741378 0.0111043

O.oog77eoa3
iooorarssaz| oo

panranpon| 883,629,000

“sg Taru utara jwahanpdaNgsa | 651,952,000 |
Tertinggal ...) 6 -| 20.76s0554 0.002747821| 0.000274742| 178) O.01072235| 0.008036117| 5283470763) O.006512689| 0.000976903) 72.92740293| 0.002958531

Dop Anngan

Jo011777421)
oo37apo1co0h —

1026000,0001

(59Tara utara £51,922,000 |Tertinggal
2 »1 4015222124 0005679028) 0.000567903| az| Goozsn9591| o.ooresxsas| sesassa201| O.ooro1o202| O.00105256| 71.82803235

0000815334 302an O.00ss1ya12|
—

175,625000 827,644,D0D

ana ara
65: Tertinggal 4 «1 398456197 0.012048748| 0.001204875 68| 0.006139955| 0.003069977) 83.43420075| 0.010284546| 0.001542682 53.76798593 Dora ra 0007653111 243,55: —395,559,000

61 Taro Una 651,999,000 |Tertinggal 1 -
| 40.6035374: 0.0047734s3| 0.000477345 9) @.0o0n126a1) O.0004083z1| 13.24517937) O.001632672| o.000264901| 57.12175564| 0.0075002

2 Dag.On O.g0nn7tenn
an, 749,976,000

A
651,999/000

|Tertinggal,
2 50.196096

0.006906925| 0.000690693 2n| o.oo1s0enea| O.o00n4s9a1| 1s.14350744| O.c01866sa5) 0000279907) 53.21741639| 020072671261 O: 003735552) — 119879000
Tro.nTe,o00

Aru Utara 651,999,000
| Tertinggal 3 »1 39.0263999 O.005786A69| 0.000578647 a51 Goosas2s1s| poo1s41300| 16.895425651 O.0o2nez62| G.congizag3| 7i.23150144| O.o00s0e9a| O.002452245| O00s1s4s4|

o—

163.176,000 220,175,000

1-63 (Aru Utara Timur Baut —esi,as9 po Tertinggal z -
|
azo033a 0.012693354| 0.001269339 25I O00225733e| o.o011zs6s2| 7.2a22ngses| o00000s0a| D.onors5756| sa-ea271e1| 0.00728718) O.001821755| 0.0043n5559|

—
133610,000 90,609,000

164 JAru Utara Timur 651,999,000 Tertinggal 4 -| 526247575 0.011158522| 0.001115852| 7nl O.006320542| oo031e0271| 6235127323) O.oo015599| o.ooo1sz3a) T2ossen1s0| O.00n845309) 0002460022) O.006850585|
—

215,246.000 B71,285,000

|-£5 |Aru Utara Timur 651,999,000 |Tertinggal 2 38.053515: 0.004312991
33| O.oo2s75604| o.ooressa42| 1382921877) o.0017o4eea| o.oo02s57| sro1ssasss) O.011065656|

0.0027es914| O.ondoe2755|
oo

157,257,000 B09,296,000

66'|Aru Utara Timur Bas 651,999,000 |Tertinggai 8 38.0359908
0.012754729| 0.001275479 147) Go1s27s1anj O.ooesseseo| Lars2602721 O.01ez40582| Oonzan7a37| es.o297a971| O.005024513| 0.002256225| o012e0s713|

o
401,r61.000 D53,160,000

| 67 jAru Utara Timur 651,999,000 |Terunggai 3 “Terisesgas) 0.003972912| D.001985a56) S.0ososz0a5| O.oogirara| S.25e05r-os| 7e.0s219106) 0.010390391) 0.002577558| D.00523047|
—

169,525,000
821,634,000

168 Taru Utara Timur 651,999,000 |Tertinggal 3 -) 412765454 0.004334036| 0.002167043| 3068252733) O.003782142| 0.0nos67321| 60.91015607| 0.008317611| 0.002079403| 0.005512134| 17517, 827,816,000

69 '|Aru

Utara Timur Batuk 651,999,000 | Tertinggal 4 40119949
. Oings2ye7oa| 0.00410352| 14.99729753| o.o01848647| 00002772971 57.75257048| 0.007890577) 0001972648) 0.007191729|

—
228,868,0n0 290,867,000

TO YAru Utara Timur 651,999,000 (Tertinggal 1 -1 36.5889576 0906461312) 0.000645131 T0| 0.0n0902535| 0000451457) 203.3708esa| D.ozsoeasal O003760257) c0.7e741751| O.00229812| 0.00207453| 0.006932465)
—

220,617, 272616,900

IA Jaru Utara Timur —.1.51,999,000 |Tertinggal 4 -1 523156265 0.004374386| 0.000437439 sa) c.0ossnB1sa| D.oo27oo0n7| ca.sartasg2| O.oos4a27sa| O.o011era13| 65.c2525552| O.002961216| 0.002240304| O.0oe7as183)
”
214,624000 366,623,000|

72 ii 651,999,000|
Sangat Terti 3 -

| za-n3a9o0a 281) 0004008017) 0.000400602 a11 O.ooa24n7g2| o.00212155e| 5715242752) Os00704491a| o.0010s87a7! B2.13923338) 0.011216557| 0.002504139| O.00e323374)
—

209,343000 255,142,000

33 ISirsSir 6 36.77530 208) 0.003192534| 0.000319253 187| c.o1emasg7e| pioosaazans| 20s5esese2|
oo
o0se4a3| O.ocosasass) Bn.Rs0a1141| 0.011045914| 0.002761478| 0.017062665| 102 036.101,000

74 |Sr-sir 2 - 137.0660326 2sn) o.ooari2asa) O.oons11346 34T p.oozosss77| o.oo1s3asas| 2184724547) O.o0265300a) .00n403ss1| 6134505832) 0.008377218| 0.002094305| O.bo4s44s9|
oo

$6 793,442,000

35 (sisir 4 36.072341
- 380| no0sas251s| 0000523251 Bi) -000731377| o.ooassesns) 26.32349034| Oo0224277aj G.ooness7te| 55.41520357| 0.007567246| O-001991811| O.oDes1oce4|

—
210,631,C09 362,630,000

26 1

Strssir
. 20.9402273

- 701) 0010759455) 0.001075945) 761 O.ooesnzs0z| o.oosa31151| 2292354656) 0.002825679| o.000423252| sa-ae3a7ess| 0.007423627| 0.001855907| O.0067862s5|
—
215,593,000 B67,932,000 |

72 1Ste-Sir 1 -
|
371904515 - 183

s316|

0.0002B0882 B| n.ponsizes1| o.oo040e321| 22.70870359| 0.002799196| 2000419570) s5.32768252| 0.011651957| 0.002912965| 0004020071 2,9340001. .. 779,933,000

7a (sing 2 -) 331615028 - 256) Oo: 0.000392927 1g) o.oo1625202| moooas2sei| 2867175205) O.0047e0257) D.onn71sga3| 79.89a16s6| O.01090993| 0.002727495| 0004628097)
—

147,920,000 799.919,006

79 |ste-sir 3 -
1), 380396579

- 4en| 0.007198551| 0.000719855 so| 0.004514673| 0.002257336| 73.17179405| 0.009019545| o.opn352932| 741205367| 0.0101215€| 0.00253039| 0.006360513) — 218,327,000 0,326,000

180 (Sisir 4 -
7 36.4022187 - sa9| O.0one2644s| O.o008a2645) €7| G.oosossseil o.c0s024251| S8-15363783| 0007168325) o.001075229| ss-87361436) O.0076z9844| 0.001907451| O.00685D185)

—
217,998,000 269,997,000

B1 |AruTengah Timur s -
7

36.9387575 - Io2| o0res1s293) 0.001591429 Tas) 00125s0r) 0006275355) s2-.ssn71748| O.00553058e| n.onos79s03| so.sos82207| O.0023033es| O.002075641| 0.011022269| 3507700001. 1.002.760.000

82 JAruTengah Timur 2 -| sa0araes3| ” 241) O.coas9g0a2) O.000365904 ta) 0001625252) o.0oog12641| 53.70659503| O.006620162| 0.00099302s| 71.67372274| 0.009787571) 0.002446893| 0.004622462)
—
147,104,000 799,103,000

83 (AruTengah Timur € -
| 37.5716733 : 171) 0002726724| 0.000271672 1Inal G015710s1| 000785553) 21.25486264| 0002519988) O.0n0392598| ss.neos0055| 0.007541595| 0.001910424| a.0101: 381,941,000 943,340,000

84 JAru Tengah
Timur 651,299,000 (sangat Tertin, 3 -1 38.0379016 - A78| O.00733663| 0.000733669 &3| G.0n38n2519| 0.001541309| 82.18268774| 0.010130277) O.001519542| s8.82759598| 0.008033226| 0.002008307|'0.006202826)

—
197,397,000 549.396,000

"85 Jaru
Te mur 651,999,000

|
Sangat Tertin 2 -1 365289733) - 335) 0005141822) 0.000514182 23) ooozgansil 0.001309255 93.04599239| o.0114e9539| 0001720476) 61.32425011| O.o0n3741sa| 0.002093538) O.0056a7451||

—
179,405,000 231, 404,000

86 |AruTengah Timur 651,999,000 |Sangat Tertin 2 - 316017545) . 124) 0002524165) 0.000282417 Na) Gooye2sze2| o.cong12641| 139.8357205| 0.017236s98) o.co2sessas| s9.3181555| o.poaxog9oa|0.002027227) o.00s7o7819)
—

181,644,000 333,643,000

187 JAru Tengah Timur Waliny 651,999,000 (Sangat Tertin, 1 - 235) 000160695) O.o00350695| BI O.0oor2254n| o.co0361174| 129,3855868| O.0155s875a| 0002392314) 75.7960368a)| O.010350259| 0.002s8759| 0005701772)
—

181,452.000
”

233,451,000

.88 Aru Tengah Timur 651,599,000 |Sangat Tertin 5 . 199) 0003054396)
—
0.00030544| Taa| o.ores1a995| o.coasoessa| 37.87912714| O.ooases1sal 2.00070037e| 48.70056125) 0.006650339) o.co1es2555| O.01o07sa) o 3492720001 — 1001,277,000.

TAruTengah Timur 651,599,000 (Sangat Tertin 3 - 235) .ooseos9s| 0.000360695| 33 0.003431151| 0.001715576| 26.49035874| 0.003265343| O.00048p301| 75.5273539| 0.010313669| O.oo2s78417| G.bos144a89|
—

163,717.000| 815,716,000

90 JaruT Tn 651,999,000 |Sangat Tertin| 4 . 194| 0.002977652| 0.000297765 93| 0.008397291| O.Dod199c4e| 7.509078088| 0.000925608|) 0.000135541| 78.0546449| 0.010658784| 0.002664696| 0.007299948| 12,000 84,311,000

91 |Aru Tengah Timur 651 Tertinggal 7 - sas|O.0os924607) O.000s92461 256) 0.025115122| 0.011557562)5.866004239| O.00121614) Doooza?a72| 57.64055273| G.007a71143| o.o019e77ee| O014300231|
o
45soe7oo0|

—
1207,o06,000

92 '|AruTengah Timur 651,999,000 |Tertinggai 5 - Soal D.o13asan97| o.00158598) 138) o.01z4s0ag7| o.ooez302a5| s0.43347133| o0o6z16eso| D.on0n3250s| 79.403055e| o.010842817| 0.002710725) ooti259472)
— 358,318,000 010,317,000

“93 iJAru Tengah Timur 651,999.000 |
Tertinggal 1 2320| o.ooasiis91| o.opos91159| BI Mooo7223ag| o.000351174| 25.78116803| 0.003177925| o00047ss85| 55.74576023) 0.007612385| 0.001503096)-0.00323211a)

—
102,253,c00 857,000

94'TAru Tengah Selatan . 651,999,000 |Tertinggal s 1sso| O.o24250082) 0.00242s098| Tan) oo12731377) o.one3eseas| 1546244325) O0190s953a| 0002858975) s0.302R0393| 0.006860257| 0.001717314 425390000)
—

1,077,389,000

95 JAruTengah Selatan
KN

£51,399,000
|

Sangat Tertin 4 tas6) O.o177as12a| O.o01774312 83) 007458357) o.oo37a7175| ca.o77ase18| O.007898531| 0.00118478| 73.44739777 0029639 3
9

96 |AruTengah Selatan 651,909,000 | Sangat Terti 4 - soilo.ooe0z1o9s| o.00090711|

20
O.opes91422) 0.005295711| 4a.ca3ase1e| 0.006001032| 0.00n900155| 22.26429524| 0.006727402 215,918,000

197 AruTengahSelatan 651,999,000
|
Tertinggal 5 -1 495362842 - 1302| o.019s84037) o.001998404 11AI Do102034s4) 0.005145727| 183.263222| 0,022590004| 0.003388501| 55.31679639| 0.007553508 325,317,000

-98 !|Aru Tengah Selatan 651,999,000
|

Sangat Tertiri 4 - Jaase122016| - S4aT O.oon349705) o.o00834971 G3) Goosessasn| o.orsear4a| 2273s81971| O.0o2502539) O.000420381| se.ca34n51| 0.007931614 193,568,000

99
|
|Aru

TengahSelatan 651,999,000 |Sangat Tertini 1 1 es.7es7229 - 4901 0007520874) 0.000752087! 8)g.ooore2345| o.ooose117al B2.sansse1a| G.010156847) 0001522627) c0.c2m08536| o.0og27s003| O.oo2009773| 149,752,000

100: |AruTengah Selatan 651,999,000
|
Sangat Terti 7 44.9171544

- a77) Ooos7esas9| o.o0os7asa7|o— 233) o.0z1058a75| o.010s191587| 3801870772) O.00458s89e| 00007028841 S4.26508727|
O.oo7at0191| o.o018s2542) 434,498, 000

101 |Aru Selatan Timur 651,999,000 |Tertinggal 1 '55.5696847 144,096,000 17a| O.ooz67oe7e| o.oo0ze7nee| 16)o.coteeasns| o.c007223a2| so.sa4ose3| O.007ass151| 0001120373) 5151490753

Donanana| Deo1snee| 0
19N, 000

102 JAru Selatan Timur €51,999,000 |Sangat Terun 32 475872087,
: 166) o.002s4788n| 0.000254789 IS) 0001354402) 0.000677201) 127.3a14489| 0.015596748| 0.002354518| 79.25003024| 0.01082202| 190,633,000

103 JAru Selstan Timur
€51,999,000

|
Tertinggal 2 55.1078434| —144,095,000

S37| O.0on242264) 0.000824226 221 Ooo19seasgj o.000993228| 1e7.3antan2| 0.020625227| 0003084234) 53.06475901 Donranasa ooonnten oo yatal 213,959,000
104 JAru Selatan Timur 651,999000 |

Sangat Terting 8 49.5556407
- aa) Ooosa91S77| moooeeoisaloo 4409| O.040sar7eil O.02027085| 199.1501543| 0.024554383| 0.003683153| 53.49535719| o.oo730sog| o.oora2627| O.0rs4004e1| 387,000

105 |Aru Selatan Timur 651,999, at Terdn 2 47.1577593
- 3sa| 0005510192) 0.000s51019 27)o.0o2437523| O.co1218062| se.sanca71n| 0.007258318 748| 23.23140143| @01136se0n| @.o028a1a25!! 0.005700153| —

181,400,000

106 TAru Selatan Timur
651,999,000 | Tertinggal 4 52.034373

- 0.00096597 ae

Doors
0.D03852619| 1O5.3773956| 0.012988381| 0001948407| 62.7A91356 O

ons hang) 007 Ma515| “O00nde1s1

52,000

197 Aru Selatan Timur “TO 651,999.000 (Sangat Tarunj 3 27.1348648
-

000009332021 45 0.004063205) D.oozo31s03| 27.c2050z16| O.03401sp3) 00005107051 61.26325570| O.oog30s911 177162000 829,161,000

108 Taru Setatan Timur 651,999,000 (Sangat Terti 3 $1.4102951 :
0.000776545 saj O.00sz27a14| O.002ce5e57| 12.26059a| 0.015325873! 0.002258566| S9.p0222321 D.0ne0e9s01

—

246 834,000
898,833,006

109| Aru Selatan Timur 651,999,000 |Sangat Terting 3 43.3050419 0.000578647 sij 0002504966) 0.0023024 1308922) 0.003033941| 0000455091! @3.71194742 AAA MAAN Doa 197,113,000 849,117,000

110 Aru Selatan
651,999,000 |Sangat Tertin, 2 0.000919389 251 0002257236) o.oolizsss3)| 26058415047 0.003211606| 0.000481741| 59.19556325

Domengga/Si 001 OAT 0010688
144819000) 796210001

111. |Aru Selatan Utara 651,999,000 |Berkemban 1 0.001212549 9) Dooogroseil 0.000406321| 166.2684015| 0.020569001| 0.003045364 Bag-Ooosany5an| O0o1sasasa| Dogs 200,247,000 852,286,000

112 Jaru Selatan Utara
£51,999,000 | Tertinggal E 0.001006376 EseF 0.059232506| o.oz0616253| 25.sean94se| 0.003201065| 0.00048016| 45.

S03nen53
D43,085,000 1,876.719,000

651,599 at Tertin, 2 Oooo7eres7|oo) 20| G0oasosesa| n.oo0no2s3s| 25.a5075353| 0.003202626) Doonseoses 57.s00nerref anovasniat Oepnsesatal eowaneon|”
180724000 362 733,000

AG

ta



1
BUPATI KEPULAUANsud

|

SSLY93 kx

631 999,000 jr

ja
n

ju
n
ja
e ROOT | 9 19600776!

GOEB1913YA) 38 26792447
DOCTNASI7) 34 9596748,| 4000061174) 3071545371

sx 0111240

Kon14s7337) 001 7x517a| F1002950A|
@.00171s497) @onn7u7a1A| Ta.M0n4A16
G.o0m072s08) G.c0odeogye) T3.50010069|
Go0neyanes| Doconseve| 56.12501024
000) 11x 7,

O00EITY) KOnnarya
RO1OTIPN A0oreTarn
O.0100KAM) AIUT KATUN
0007672311) LON19 Lag

1000 ara

xg Ja ng
ra

Arta,


